
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang p.erubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun t 997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah 
diberi peluang untuk menggali potensi sumber 
Pendapatan As! i Daerah; 

b. bahwa untuk menjaga kelanggengan pembinaan 
sumberdaya ikan yang sifatnya bisa dipulihkan 
(rewnable), maka Pemerintah Kabupaten Nias 
memberlakukan Retribusi Penjualan Produksi Hasil 
Laut agar biaya yang diperlukan untuk kegiatan 
tersebut dapat ditanggulangi; 

j •. 

, .. 
r .. 

·' 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 15 TAHUN 2002 

TENT ANG 

RETRIBUSI PEN.JUALAN PRODUKSl HAS IL LAUT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NIAS, 

SERI : E . OR : 37 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATENNIAS 
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6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pcmerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negera T ahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 )~ 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua atas Peratuan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4058); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara T ahun 1990 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3408); 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952);. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan clan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4090); 

bahwa dalam rangka otonomisasi daerah s 
c. Undang .. undang Nomor 22 Tahu~. 1999, 

Pemerintah Kabupaten Nias berkewaJ1h~n mengalf, 
dan menata wilayahnya sesuai kondis! fis1k . 
topc>bl'fafis; . 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai .. 

d. dimaksud dalam huruf a, b dan c m_aka ., 
menetapkan Peraturan Daerah ~abupat_en Nias t~n ·!,,. 

Retribusi Penjualan Produksi Hasil Pen 
(RPPHL). 

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Ten , 
1. Pembentukan Daerah Otonom ~a~upaten-kab , .. 

dalam hngkungan Daerah Propmsi Sumatera .. 
(Lembaran Negara Tahun 1956 NomorSs, Tam) 
Lembaran Negara Nomor 1092); ') 

2. Undang-undang Nomor . 4 Tahun . 198~ 
Ketentuan Pokok-pokok Lmgkungan Hidup; ,., 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun lp~Sdl tent(~~ .• 
Undang-undang Hukum Acara 1 ana .;, 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lem i! 
Negara Nomor 3209); \ 
Undang-undang Nornor 9 Tahun 1 ~85 t 4· Perikanan (Lembaran Negara Republik Ind 
Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Nomor 3299); 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 5· 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Le~baran N 
Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah t - 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 . 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun I~ 
rentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lem ·. 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lem~~ 
Negara Nomor 4048); \ 

Mengingat 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ·r- . 'erah adalah Kabupaten Nias; 
. -,'. erintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias; 
\' · a Daerah adalah Bupati Nias; 
inas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias; 

.: 'pa!a Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias; 
,inkanan_adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
. · anfaatan sumber dayaikan; 
.'.umber Daya Ikan adalah semuajenis ikan termasuk biota perairan lainnya; 
)ngelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar 

~Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terns 
··:mcnerus; 
}emanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan dan atau 
)embudidayaan ikan; 

. :"Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan huk:urn untuk 
~ mcnangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, 

·~mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial; ,· 
\ Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan 

:·dipcrairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun, 
_''tennasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

~- nenyimpan, mendinginkan, mengolah atau rnengawetkannya; 

5 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS 
TENT ANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI 
HASILLAUT. 

Dengan persetujuan 
\i .. 
·EWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN NIAS 

MEMUTIJSKAN 
1 ... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten ., . 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2~ 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Noni\ 
4139\· 1,:, 

" 
14. Keputusan Presiden Nomor 44 T ahun ; 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undan ·, 
dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangil\; 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kep 
Presiden; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tab ... , 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Si .· 
dilingkungan Pemerintah Daerah; ; 

16. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 174 Tab:'.; 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pernun . 

'n 

Retribusi Daerah; 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tab·. 

1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retnbusi Dae~ 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tab ,:i 

1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Paj , , 
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; ;; 

19. Peraturan Daerah K11hupn1en Nias Nomor 8 Tahun' 
1993 tentang penghunjukknn Penyidik Pegawai Negi..'Ti'.: 
Sipil yang melakuknn Penyidikan terhada( 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat ',. 
Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten Nias :·; 
Tahun 1993 Nomor 14 ); : 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun ;:- 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ketja '.; 
Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah: 
Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11 ); ; 

·, 
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. Pasal 4 
. P~nsip penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi . 
.·dibebankan kepada wajib Retribusi adalah bia a b !'fast1 Laut yang 
-pengawasan dan pengendalian. Y pem maan serta biaya 
•Model ~etribusi adalah menggunakan prinsip dasar 1 1 ( . 
yang diatur sedemikian rupa hi pe e angan terkendah) 

. rlaksana dengan baik. se mgga pemungutan Retribusi dapat 

iasip dasar yang digunakan adalah sistem bea lelan d 
., 'f 5 % (lima per seratus) dikali HPIS yang dikeluari! ;~: W,Jongan 

'.,. Harga Berlaku Setempat (HBS). dikali jumlah ilcan yan di~~tas 
~ atau hendak dikirim ke luar Kabupaten Nias. g n 

BAB IV 
. PENETAPAN, STRUKTUR DAN TARIF 

. . Pasal 3 
di) Ret~bus( Penjualan Produksi Hasil Laut dikenak .. 

:, Rt'tnhl!.!i: membonrJcar hasil tangkapan yang didaratkaa;: dr:1 :~ t~1b 
j clan atau temoot-tempat pendaratan ikan I . d , g a an 
) dikirim ke J~r Kabupaten Nias. amnya an atau pada saat hendak 

~9) daReltribusi Penj~an Produksi Hasil Laut khusus kepada hasil p oduk . 
. , . am bentuk hasil olahan, diberlakukan pada . r s1 

(. dikirim ke luar Kabupaten Nias. saat produk (dean oJaban) mau 
. Bc!,anwa Retribusi Peniualan Produksi rr .1 L di 

• • 'J nas1 aut 1tetapkan be , k 
ci Harga Patokan Ikan Setempat (HPIS1' vang ditetapkan oleh S Kra.asar an 

· B ti N' b ik · · urat "'Dutusan {: upa ras, at ikan hidup, segar, maupun dalam bentuk ikan olah~n. 
s. 

BAB III 
GO LONGAN T ARIF 

Retribl~i Penjualan Produksi Hasil Laut dikenakan kepada seiuml h .k 
yani.> didaratkan pada ·1 1 1 k . ;i a l an ik ~ I . . w, ayu 1 iu turn Pernerintah Kabupaten Nias term uk 

an_o a~n asm, pmdunLt dan lainnya. as 
Retnbust Penjualan Produksi Hasil Laut diwajibkan ke . 
atau badan hukum yang bergerak dalam bida pa~ setiap .orang 
usahanya berada pada wilayah hukurn p . tahng usaha penkanan dimana 

emenn Kabupaten Nias, 

•n 

Pasal 2 ,/ 
( l) Sesuai dengan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka RY: 

Penjualan Produksi Hasil Laut (RPPHL) diberlakukan di wilayah ' 
Pemerintah Kabupaten Nias sebagai penerimaan Pendapatan Asli D 

BAB II 
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN 

W AJIB RETRIBUSI 

.. , 

I. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-bes: \ (2) 
· lainnya yan£ dipergunakan untuk menangkap ikan; , ·'" 
m. Kapa! Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yan•.' ',; 

dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk unt;·. 1((3) 
• melakukan survey atau eksplorasi dibidang perikanan; .:1 

!.': n. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu bangunan yang merupaku· ;,- 
komponen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimana terjadi transaksi jual bcti; 
ikan antara nelayan sebagai produsen dengan pedagang; ? 

o. Tangkahan adalah suatu bangunan yang didirikan di daerah pan~;. 
sedemikian rupa sehingga kapal penangkap ikan dapat berlabuh de 
segala aktivitasnya; 

p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penang~ 
~IT ; , 

q. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya 
pembudidayaan ikan; 

r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias; 
s. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP 

· Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Peri 
. Kabupaten Nias; 

t. · Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut selanjunya disingkat RPPHL 
harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias oleh setiap orang .· 
badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan dan kegiatan 
perikanan; 

u. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk mel 
Pemungutan RPPHL. 
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Pasal 8 
( l ) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai I lunas sekaligus. 

Pasal 11 
(. Pcngeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejcnis sebagai 

;, awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) 
... hari sejak jatuh tempo pembayaran, 

Dalam jangka 7 (tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran I Peringatan / 
; Surat lain yang sejenis, Wajib Retibusi harus melunasi Retribusinya yang 

. · tcrutang. 
.·~ Surat Teguran I Peringatan I Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
' pida ayat ( 1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

(3) 

BAB IX 
TATACARAPENAGIHAN Pasal 7 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain 
ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang diten 
dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT. . 

(2) Dalam bal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka ·., 
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya ~ 
~~- i 

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu : 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), maka dikenakan ~ 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan menerbi ~ 
STRD. s 

Pasal 6 
Wilayah pemungutan basil perikanan adalah seluruh Wilayah 
Pemerintah Kabupaten Nias. 

Pasal 10 
hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen 
'ap bulan dari besamya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar 

_ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB Vll 
TATA CARA PEMBAYARAN 

BAB VIII 
SANK.SI ADMINISTRASI 

. Pasal9 
·•·bayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 diberikan tanda 
.-.' pembayaran. 

Pasal 5 
( 1) Pernungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain . 

dipersamakan.. :i 
(3) Hasi pungutan Retribusi sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 4 oyat .t 

disetor BKP ke K.as Daerah · · 

BABV 
TAT A CARA PE.Ml.JNGUT AN 

.'. Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada · 
. ~ Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu 
:~ yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 
l Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' 
.·: ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

BAB V1 
WILAYAHPEMUNGUTAN 
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BAB XIII 
TAT A CARA PERHITuNG 

KELEBIHAN PEMBA YARANAN PENREGEMBALIAN 
TRIBUSI 

BAB XII · 
TAT A CARA PENYELESAIAN KEBERA TAN 

Wajib Retribusi . Pasa) 14 
STRO. dapat mengaJukan pennohonan keberatan atas SKRD dan 

Pennohonan Keberatan sebagaimana 
secara tertulis kepada Kcpala Daerah ~ ayat (1) harus disampaikan 
tanggal SKRD dan STRD paling lama 2 ( dua ) buJan se iak 
Pengajuan keberatan tidak menunda pernba ~ 
Pem1ohonan keberatan seb . . yaran. 
h di agaunana dimaksud pada 1 arus iputuskan oleh Kepala Dae h dal . ayat ( ) dan ayat (2) 
(enarn ) bulan sejak tangga] kebera~ diteri~angka wak1u palin~ lama 6 

Keputusan etas h d. permo onan sebagaimana di k 
ikeluarkan oleh Kepala Daerah pali J m~ sud pada ayat (4) 

pennohonan diterima. ng ama 3 (tiga ) bulan sejak surat 
Apabila setelah lewat 3 (tiga ) bulan seb . . 
Kepala Daerah tidak memberikan ke u ag&mana d1maksud pada ayar (5) 
d1anggap dikabulkan. p tusan, maka pennohonan dimaksud 

(3) 

(4) 

(2) 

Pasal 13 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD ~; 
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitun&; 
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangaa} 
Retribusi Daerah. · 
Wajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengurangan ata~: 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga clan kenaikan retribusi yan ·: 
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Waj~ 
Retribusi atau bukan karena kesalahannya. t 
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan alal.• 
pembatalan Ketctapan Retribusi yang tidak benar. f 
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
pengurangan Ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administras 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatala.n sebagai '. 
dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh waji; 
retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh ) hari sej. 
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelu; 
dan meyakinkan untu.k mendukung perrnohonannya. ~ 

(1) 

BAB XI 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETET AP AN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! 
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 

(2) 

Pasal 12 
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, 
pembebasan Retribusi. , . ,, 
Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retrip~, 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Kepal{ · 

• .4-r. 

Daerah. · i 
v 

(1) 

BABX 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

J\ W "h Pasal 15 J aJ1. Retribusi harus mengajukan 
W-. Kepala Daerah untuk perhitun pennoho~an secara tertulis kepada 
,. · Retribusi. gan pengembal1an kelebihan pembayaran 

; · Ata~ dasar perm h . ,,; . o onan sebaga1mana d' aks 
'} keleb1han pembayaran Retribusi da t 1 nn ud . pa~ ayat (I), atas 
l dahulu dengan utang Retribusi da pa angs~g d~~rhitungkan terlebih •;··- I h K n atau sanksi adm tr · ·f .: o e epala Daerah. nus asi berupa bunga 
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Pasal 17 
( 1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dal am Pasal 15 dilakukan de· 

menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi. } 
(2) Atas perbitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitka{ 

pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. r 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

. Pasal 21 
, !Apa,bila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewaiibann ba . • • • :1 ya se gannana 
r atur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan idana kurun 
-·.~ selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-ti p · 4 ( gan 
--)ali retribusi terutang. mggmya empat ) 

.: Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran. 

Pasal22 
sia~ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

. yapiRdap n5a00kunm0 oogao n(sl~lam~laman}'.8 6 (enam) bulan atau denda setinggi ~ 
· · · , - 1ma juta rupiah ); 

Pasal 23 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran, . 

Pasal 18 ... 
(1) Penagiban Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktt" 

(sepuiuh) tahun terbitung sejak saat tennangnya Retribusi, kecuali a., 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. ·· 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayaf' 
tertangguh apabila: ;· 
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau : 
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik Ian · 

maupun tidak langsung. 

•i.. Pasal 20 
,, torang ~ a~u badan hukum dilarang melakukan Usaha Perikanan tanpa 

uayar retribusi kepada Daerah. 

Pasal 16 
( 1) Dalam hat kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa 

dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditcrb' 
SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulnn sejak diterimanya permo ,,· 
pengembalian kelebihan pembayaran Rctrihusi. l 

(2) Kelebiban pembayaran Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat.( 
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan ., 
diterbitkannya SKRDLB. "' 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah \ewif: 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah mem . 
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pcm 
kelebihan Retnbusi. 

(3) Atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang herhak :·. 
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dcngan pemba. :'. 
Retribusi selanjutnya. ::/ 

BAB XV 
TAT A CARA PENGHAPUSAN PJUT ANG 

RETRIBUSI YANG KADALUW ARSA 

.. , Pasal 19 , ,!. Piutang Retribus! yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak un 
·... melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus tuk 

l Kepala Daerab menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retrib . 
:: sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). usi yang 

BAB XVI 
KETENTIJAN LARANGAN 

BAB XIV 
KADALUW ARSA 



Pasal 29 
,· yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

· nai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 
' ' J 5 

, Pasal 28 
r: Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan retribusi 

Pasal 26 
anaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan 

. an Kabupaten Nias dan wujib dibantu oleh lnstansi I Unit Kerja terkait 
.~gkungan Pemerintah Daerah. 

; Pusal 27 
i()inaan dan pengawasan Peraturun Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas 

tan dan Perikanan Kabupaten Nias. 

BAB xrx 
KETENTl 1 AN LAIN-LAIN 

(2) 

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan 
dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku 

Pasal 25 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ~i. lingkungan Pemerintah .. 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyid 
tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalart:, Un 
undang H~ Acara yang berlaku.; 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan , 

laporan berkenan tindak pidana dibidang Retribusi, agar keteran . 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; _;-'. 

a. meneliti, mencari, dan mengumpuJkan keterangan mengenai o , 
pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dil · · 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan baban bukti dari orang pribadi atau 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokwnen-dokumen 
yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta me! 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan I atau melarang seseorang menin . , 
ruangan atau tern pat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung; . · 
memeriksa identitas orang dan atau dokurnen yang di 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 

(I) 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

h. rnernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 
i. mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tcrsangka atau saksi; 
J. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung 
jawab; 

,, ; 
Pasal 24 .. 

Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melang.g~r k.etent~lf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah mi, dike ·· . 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 29_ 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985. '· 

· . ..,. .. 
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· · dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
, · tahan Daerah clan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

.. · bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah, Anggaran 
tan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah clan 

n berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
· patan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa 

· Daerah dan Reribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu swnber 
lfnbirmn penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah, Daerah 

' pu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 
ya send.iri. 

kan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai 
satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan 

, :· ·kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan 
:' g-undang, Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus 
•' kan pada undang-undang. 

n ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
. atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 

· ibusi Daera.h, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
~.. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat 
·· a perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. · ... 

.,. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL LAUT 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERA TIJRAN DAERAH KABUP A TEN NIAS 
NOMOR 15 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR37: 

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA. 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 20 September 2002 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPA TEN NIAS, 

\ es.. . J..A; cJ) 

" BINAHA Tl B. BAE .: 

Dto 

l)isahkan di Gunungsitoli, ;·: 
pada tanggal 26 J u Ii 2 , 

(.; 

BUPATI NIAS,} 
.~2 

·.1, 

Pasal 30 ;1 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang~al diundangkan. d P ~:·. 
A r setia orang mengetahuinya, ·memcrintnhkun pengun angan e~,­ o:rah ini ~engan menempatkannya dalam J .cmhnrnn Daerah Kabupaten Nt ,1 

:•; 
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..·· Cukup jelas 
;i.fasal 6 
i Cukup jelas 
'fasal 7 
~·· 
:,;. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Huruf a sampai dengan huruf f 
Cukup jelas. 

Cukupjelas 
3 

Selanjutnya berdasarkan Undang -undang Nomor 34 T ahun 2000 
·-c 

Perubahan ata.s Undang-undang Nomor 18 Tahun I 997 tentang Pajak Dacri. 
Retribusi Daerah, kepacfil Daerah Kabupaten I Kota diberikan peluangi' 
menggali potensi sumber-surnber keuli:~gannya dengan menetapkan~· 
Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang teilib ditetapkan dan sesuai. ' ·, 

aspirasi masyarakat. ~'. 

I - 
2 

f 
(. Huruf i sampai dengan huruf u 
1< Cukup jelas. 
~· ,;·. 
,·f· 

Hurufg 
Yang dimaksud denganjenis ikan termasuk biota perairan lainnya 
1). Pisces (ik~ bersirip); 
2). Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya); 
3). Mollusca (kerang, tiram, cwnu-cumi, gurita, siput dan se 
4). Coeleanterata (ubur-ubur dan sebangsanya); 
5). Echinodermata (tripang, bulu babi clan sebangsanya); 
6). Amphibia (kodok clan sebangsanya); 
7). Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan se 
8). Mammalia (paus, lurnba-lumba, pesut, duyung dan sebangSIIJl'JI~. 
9). Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya .. ,;, 

air); .: 
10). Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jena: ' 

diatas; 
semuanya tennasuk bagian-bagiannya. 

Hurufh 
Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegi 
pengendalian pemanfaatan, pembinaan potensi clan pelestarian 
ikan dan lingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan · 
langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi ,; 
sumber daya ikan dan lingkungaru:ya. , 
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Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Cukupjelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 


